WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan
perangkat daerah Tahun 2021, perlu menetapkan perencanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Kota  Cirebon
Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2011
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 52);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018
Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.



10.

11.

12.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut
Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada
Wali Kota.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit
pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat
provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Perencanaan  Pembinaan adalah rencana  pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
professional berdasarkan standar audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk  memastikan bahwa  kegiatan  tersebut telah
dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma

yang telah ditetapkan.
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13. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan

dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021

adalah:

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Kota Cirebon, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan APIP lainnya;

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan
pemerintahan; dan

c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

Pasal 3

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 meliputi:

a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan
risiko;

b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4
Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

r



Pasal 5

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

(2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

Pasal 6
Pendanaan  pelaksanaan Perencanaan Pembinaan  dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Cirebon.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 29

Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

UNAEDI, SH., MH.
embina (VI/a)

NIP. 19711228 199803 1 002
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021

Pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat

Daerah, dengan fokus:

1.

pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam

rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah

daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko

tinggi.

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

a.

pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana
korupsi; dan

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus
kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk

dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah,

meliputi:

a.

Kinerja Rutin Pengawasan:

1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan
rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran
menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD
telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah termasuk perubahannya) dengan sasaran

menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan


https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/09/kua-ppas-adalah.html
https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/09/kua-ppas-adalah.html

3)
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pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan
daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran
memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi
material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan;

reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara
terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas;

reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan
sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan
pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi
persyaratan dokumen;

evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran
menilai keandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;

monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran
memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan
pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan

pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

Pengawasan Prioritas Nasional:

1)

2)

tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah
dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan
masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah
mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri,
Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran
meyakinkan pelayanan publik Pemerintah Kota Cirebon telah bersih

dari pungutan liar;
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3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
(responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan
penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) melakukan pemeriksaan dana kelurahan dengan sasaran meyakinkan
kelurahan telah mengelola dana kelurahan mulai dari penyaluran,
penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

S5) melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada
sekolah dasar negeri dengan sasaran meyakinkan sekolah telah
mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

a.

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran
meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi;

asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan
kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan
pengawasan, meliputi:

1) sistem pengendalian intern pemerintah;

2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta

kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas;

S5) penanganan benturan kepentingan;

6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas:

a.

dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran
meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran
secara memadai; dan

monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi
pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh
KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stxategi

Nasional Pemberantasan Korupsi.
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6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:

a. penerapan manajemen risiko;

b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;

c. audit kinerja;

d. audit investigasi;

e. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;

f. pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor; dan

g. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALI KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

embina (IV/ a)
NIP 19711228 199803 1 002



